SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan, Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan
paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK)
pada tahun berkenaan;

b. bahwa berdasarkan kebijakan baru Upah Minimum
Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Bantul tahun 2024
yang mengalami kenaikan sehingga lebih besar dari
Penghasilan Staf Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,



Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan

Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah @ Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100

Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan



16.

17.

18.

19.

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo
Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran
Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Trimulyo
8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong
Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan,
dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor
11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO

Menetapkan

dan

LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
TRIMULYO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 8 tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf
Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran

Desa Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan
sebagai berikut :
a. Lurah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
b. Carik sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu
rupiah);
d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus
ribu rupiah); dan
e. Dukuh sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
(2) Besaran Siltap Staf Kalurahan setiap bulan sebesar Rp 2.220.000,-

(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf d Pasal 15 diubah dan disisipkan 3
ayat di antara ayat (2) dan (3) yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c)

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf g diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf
Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun.

(2) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan anggota Bamuskal
yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal :

a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan; dan

b. diberhentikan karena meninggal dunia.

(2a). Mantan anggota Bamuskal yang selesai menjalankan tugas diberikan

tunjangan purna tugas.



(2b). Tunjangan purna tugas diberikan kepada mantan anggota Bamuskal
yang berhenti atau diberhentikan bukan karena penerapan sanksi
administratif melanggar kewajiban dan/atau larangan anggota
Bamuskal.

(2c). Anggota Bamuskal yang terpilih kembali dalam masa keanggotaan
berikutnya, diberikan tunjangan purna tugas pada setiap selesai
masa pengabdiannya.

(3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ayat (2) sebagai berikut :

a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu
kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;

b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun
terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun
terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

d. besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal sesuai
kemampuan keuangan Kalurahan, paling banyak 1 (satu) kali
tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa
pengabdian.

(4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota
Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas
diterimakan kepada ahli waris.

(5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan
berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap
diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.

(6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara
hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas
sebagai berikut :

a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun
sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna
tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30%
(tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan
dengan tahun masa kerja;

b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas)



Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan
keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa
kerja;

c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun
sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna
tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan
dengan tahun masa kerja; dan

d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun,
besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan
Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan
tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.

(7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena
sakit dan paling sedikit telah memiliki masa memiliki masa kerja 10
(sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan
keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.

(8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit
dan paling sedikit telah memiliki masa memiliki masa kerja 10
(sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan
keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari
penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.

(9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat
karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan

surat keterangan dari pihak berwenang.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27
(1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan
lain yang sah.
(2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja,
beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
bulan.

(4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70%
(tujuh puluh persen) belanja APBKal.
(5) Besaran honorarium staf honorer Kalurahan sebesar Rp 2.220.000,-

(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo

pada tanggal 14 Desember 2023

LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI
Diundangkan di Trimulyo

pada tanggal 14 Desember 2023
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 8
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul (08 /Trimulyo/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
_An, Carlk-Frimulyo




